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PERATURAN DAERAI <ABUPATEN DAER/H TINGKAT IT
PRUALANG
NOMOR : 4 TAHUN 4984

TENT AT ' 4 :
SUSUNAN ORGANISAST Dii 7/TA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATE
N , DAERAH TTNGKAT 1T PEMALANG - 3

DENGAN RAKHM.T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT KEPADL DARR'I TINGKAT IT PEMALANG

Wenbaca ¢ Instruksi Cubernur I'ovala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
Womor 06141/25/1980 tanggal 17-4=1980, tentang Petunjuk
Pelaksanaan mengensi Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perikanan Daerah Tingkat IT se Jawa Tengah 3 .

Menimbang s Bahwa, dalam ransiks nelaksanaan Instruksi Gubermir Kepal:
Daerah Tingkat I Jawa Tensah-Nomop 06141/25/1980 tanggs]
17 ~4 ~ 1980 tersebut diatas, maks dipandang perlu untuk
menetaplzan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT-

Pemalang tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Perikanane
Kabupaten Daerah Tinckat II Pemalang,

1e Undan;; - Undang Ncmor 5 Tak 1974 tentang Pokok~Poko
- Pemerintahan di Dacran ,

oo

Mengingat
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang
Pelaksanaan Penyerahan scbagalan dari urusan Pee
merintah Pusat dalam lapansan Perikanan Darat ke
vada Propinsi Jawa Tengah ¢ :

Peraturan Menteri Dalam lle-eri lomor 14 Tahun e

1974 tentang Bentuk Peraiurson Daerah H

5.

Keputusan Menteri Dzlam lereri Nomor 362 Tahufye
1977 tentang Pola Or-anisasi Pemerintah Daerahee

dan Wilayah 3

6o

Keputusan Menteri Dalam lieseri Nomor 363 Tahufpe
1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organi

sasi dan Tata Kerja Dinas Daersh H

Te

Instruksi Menteri .Da,lazh llegeri Nomor 5 Tahun =
1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pe
laksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisas~

" si dan Tata Kerja Dinas Perikanan H

8.

Peraturan Daerah Daerzh Tingkat I Jawa Tengah e
tanggal 19 Juli- 1961 tentang Penyerahan sebagian
dari tugasnya dalam lapangen Perikanan Darat ke~
Pada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. :

MEMUTUSKAN

Menetapken : PERATURAN DAER'H KABUPATEN DAERAH TING

KAT II TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DA N
TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH TING
KAT II PEMALAIG,
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. ~ BAB I.
 KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang: dimaksud dengan s

a; Bupati Kepala Daerah % ialah Dupati Kepala Daerah Tinges
: ’ : kat II Pemalang:

be Pererintah Daerah  : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah
. Tingkat IT Pemalang. :
Ce Dinas Perikanan ¢ ialah Dinas Perikanan Kalupaien =
a Daerah Tingkat II Pemalangs
BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKCK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Perilanan adalsh unsur pslaksanaks Pemerintah Dae -
- rah yang dilertuk berdasarkan Zewenarzan vangkal dan pe -
nyerahan urusan lebil lanjut kepada Daers’. Tingliat II se-
bagal urusen Rumah Tangge Daerah Tingkat 7L di hidang Pew=
rikanan.,

(2) Dinas Perikanan dipimpin olch seoran: Kepola Dinas yang =
berada dibawah dan bertanggun; Jjawab kepada Bupati’ Kepala
Daerah,

Pasal 3
Dinas Perikanan mempunysi tugas pokok ¢
as Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk mema jukan perikanang

be Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kese jah
 teraan pebani ikan/nelayan H

€. Melaksanakan tugas lain yang diberikah oleh Bupati Kepala~
Daerah 3
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Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Pe
raturan Daerah ini, Dinas Perikanasn mempunyai fungsi

as Perumahan kebi jaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan~
pembinaan terhadap produksi, pemasaran Koperasi Perikame
nan serta perlindungan terhadap sumber-sumber Perikananj

be Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang di-
sz tetapkan oleh Bupati Kepala Daersh berdasarkan Peraturan
- Perundans-undangan yang berlaku H

Ce Peleksanaan, sesuai tugas pokoknys dan sesuai dengan Pe-
raturan Perundang-undzngan yang berlaku H

de Pengamenan dan pengendzlian tehnis atas pelaksansan tue
gas pokoknya sesuai dengan kebijaksanasan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Dacrah berdasarkan Peraturan Porun " )
dang-undangan yang berlaku j

e, Pengurusan Tata Usaha Dinas Perikanan;

BAB III
ORGANISASTI
BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN  ORGANISASI
» Pasal 5 .
(1) Susunan Organisasi Dinas Perilkanan terdiri dari @
| a. Kepala Dinas % |
be Sub Bagian Tata Usaha §
c-; Seksi Bina Program ;
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de Seksi Produksi § .
es Seksi Usaha Tani j
fo. Seksi Bina Mutu j
g+ Scksi Penyuluhan,
(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan, sedangkan

masing-masing seksi terdiri dari 3 Sub Seksi kecuali —
Seksi Produksi yang terdiri dari 4 (empat) Sub Scksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-nasing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan berfanggung
Jawab kepada Kepala Dinas Pcrikahsn. : g

BAGIAN KEDUA
KEPALA DINAS

r

® © Pgsal o

~ Kepala Dinas mempunyai tugas melalcsanakan tugas pokok sebam
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah inie

BAGIAN KETIGAS
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal T

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan ury -
Saly surat-menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawai
an, pengelolaan keuangan, perlengkapan penyusunan renca
na ketata laksansan serta menghimpun Pergturan Perun e
dang-undangane

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal T Pera
turan Daerah ini, Sub Bagiean Tata Usaha mempunyai fung-
- si 2 .
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be

Coe

d.

.e..

.

(1)

(@
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Helaksanakan suret-menyurat, kearsipan, perlengkapan
perjalanan Dinas dan urusan Rumah Tangga 3

Menylapkan penyusunan rencana dan program ketats lak
sanaan Dinas Perikancn

Melaksanakan pengelolaan kepegawaian %
Melaksanakan pengelolaan keuvangan §

Menyusun Statistik dan Dokumentasi tentang hasil pew
laksanaan tugas WA v b o s s
Menyiapkan Naskah Feraturan pelaksanaan, Keputusan -

keputusan, Instruksi dan menghimpun Peraturan Perun-
dang -~ undangan dibidang perikanane '

Pasal 9

Sub Bagian Tata Uscha terdiri dari
ae Urusan Unmum 3

'b; Urusan Kepegawaian

c; Urusan Keuangan j

d. Urusan Efisiensi Tatalaksenae

Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) —
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang e
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala -
Sub Bagian Tata Usahae e _ 27

- Urusan Umam mempunyai tugas melaksanakan urusan arsipg-
ekspedisi, penggandaan, rumah-~tangza, pemeliharzan ba ~
rang inventaris, perjalenan Dinas dan prerlengkapan ser-

ta

dokumentasie

*
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» Pasal 11
Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pPengelola
an Kepegawaian.
Pasal 12

Urusan keuangan mempunyal tugas merencanskan anggaran pem
biayaan dan pendapatan, pencelolaan dan pertengzung Jawa~
ban keuangan, :

BAGTAN KEEMPAT
SEKSI BINA PROGRAM
- Pasal 14 P
Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumus
kan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.
Pasal 15 '
Untuk menyelengoarakan tugas tersebut Pada Pasal 14 Peratym

ran Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai tugas
ae Mengumpulkan, mengolah an menyajikan data

be Menyusun Statistik g :

Ce Menyusun rencanz dan program kerja 3

de Mengevaluasi dan menganalics hagil pelaksanaan rencana -
kerja s : : .

ce Menyusun Nasksh laporan, -
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Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari
ae Sub Scksi Data §
be Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian
ce Sub Seksi Evaluasi dan pelaporan. |

(2) sub Seksi-Sub Scksi sebagaimans dimaksud dalam ayat (1)

 Pasal ini masing-masing dipimpin olch seorang Kepala ~

Sub «~ Sub Seksi yang berada dibawsh dan bertangsung ja
wab kepada Kepala Seksi Bina Program;

_ Pasal 17 )
Sub Seksi Data mempunyai tusas melaksanakan pengummlan, -
pengelolahan dan penyajian data serta menyusun statistik,

Pasal 18
-

Sub Seksi Perurrﬁxsan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksa
naken penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beser
ta a.nggarannya; '

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksange
an program kerja serta menyusun nasksh laporan. .

BAGIAN KELIMA
SEKSIPRODUKS I

Pasal 20

Seksi Prod.lﬂési mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penang
kapan dan budidaya ikan, produksi dan sarana produksi serta~
kelestarian sumber-sumber perikanan. .
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Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan
Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi 3
a; Melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya.ikan §

'b; Melaksanakan pembinaan produksi dan sarans produksi periks
- nan $

Co Melaksanakan pembinaan kelestarian sumber kehidupan perika |
F na‘rl ; . -\

d; Pemberantasan hama dan penyakit ikan;

Pasal 22
(1) Seksi Produksz. terdiri dari s

20 . 8ub Seks:l. Penangkapan Ikan
. be Sub Seksi Budidaya Ikan 3
.. Co Bub Seksi Sarana Produksi j
de Sub Seksi Pengendalian Lingkungan,

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalem ayat (1) -
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawa,b kepada Ke
pala Seksi. Produksie

Pasal- 23

Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembi
naan penangkapan Ikanhe

Pasal 24

. Sub Seks:. Budidaysa Ika.n mempunyadi tuga.s melaksangkan pembinaan
Budidaya Ikan dan pembenihan,



g
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Pagsal 25
Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan
pembinean produksi dan sarana produksi perikanane
Pasal 26

Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melak

sanakan pembinaan kelestarian sumber—sumber kehidupan -

perikanan serta pemberantasan hama dan penyakit ikane
BAGIAN XEENAM

SEKST USAHA TANI

Pasal 27

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengembengan pengusahaan perikanan, pembinaan orga-
nisasi Nelayan dan Petani Ikan serta menyelenggarakan -
perijinane

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 27 Pera*!;uran’
Daerah ini, Scksi Usaha Tani mempunyai fungsi ¢ °

ae Pembinaan dan pengembangan pengusaha.an perikanan $
be Pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan j
ce Pembinaan permodala n
d. Pembinaan usaha perkoperasian perikanan j
ae Pengurusan perijina.n;
Pasal 29

(i) Seksi Usaha Tani terdiri dari
ae Sub Seksi Bimbingan Usaha j
be Sub Seksi Perijinan j§ '
c. Sub Seksi Permodalane ’
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o (2) Sub Scksi-sub secksi sebagainana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang—
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah.dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani,

Pasal 30 -

Sub Seksi Bimbingan Usahsa mempunyai tugas melaksanae

kan kan pembinaan dan pengembangan pengusahoan perie

kanan, pembinaan usaha perkoperasian perikanan serts

organisasi nelayan dan netani ikan, y
Pasal 32

Sub Soksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pem
binaan permodalan sertsa sosial ekonomi Nelayan dan Pe
tani Ikan,

BAGIAN KETUJUH
- SEKSI BIN. MUTU

Seksi Bina Mutu mempunyal tugas pembinaan tehnik Pe =
ngolahan, usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sa
Tana pemasaran hasil perikanan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan fugas tersebut pada Pasal 33 =

Pt'eraturan Dacrah ini, Seksi Bina Mutu mempunyai funge

z:: Pt;mbinaan dan pengembangsan tehnik pengolahan
~\ be Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan

Ce Pembinaan dan pengembansan pengolahan tradisionaly

d.; Pembinaan sarana pemasaran ikan H

Ce Penyajian berita pasar;

we we
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Pasal = 35-
(1) Seksi Bina Mutu terdiri dari |
ae Sub Seksi Tehnik Fengolahan 3 N

be Sub Seksi Informasi Pasar :

ce Sub Seksi Sarans, Pemasaran.

(2) Sub Seksi-sub seksi Sebagailmena dimaksud dalam ayat (1)
B Pasal ini masingemasin dipimpin oleh seorans Kepalg =~
Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jjawab ke
a pada Kepala Seksi Bina Mutu, : :

ok

Pasal 36

Pasal 37

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanskan
pengumpulan data pemasaran serta penyebarannya.

Pasal 38

Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
bembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana -
Pemasaran, _ s

BAGIAN KEDELAPAN

SEKSI PENYULUHAN,
Pasal 39

Seksi Penyuluhan mempwiyal tugas pembinaan dan renyulue
han perikanan serta meloksanakan pendidikan tingkat ren
dah dan melaksanakan bimbingan serta Penyuluhan sosiale
ekonomi nelayan dan petani ikan, 5

Pasal -40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pa.da, Pasal 39 Pera 4
turan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi s
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Melaksanakan Penyuluhan ronangkapan dan budidaya ikan ;
Melaksanakan penyuluhan pongusahaan perikanan § |
Melaksanakan penyuluhan rroduksi, sarana produksi, pema

- Saran dan sarana pemasaran H

d.

Ce

(1)

s .

Melaksanakan penyulwvhan sosial ekonomi dan petani ikang
Melaksanakan pendidikan tingkat rendsh.,
Pasal 41
Seksi Pehyuluha.n terdiri dari
ae Sub Seksi Latihan Ketrompilan g
be Sub Seksi Tata Ponyulihan $-
Ce Sub Seksi Sarana Penyuluhan,
Sub Seksi ~ sub seksi sebasaimana dimaksud dalam ayat e
(1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Ke—
pala Sub Seksi yang berada dibawsh dan bertanggung ja -
wab.dan bertanggung jewab kepada Kepala Seksi Penyulu -
Pasal 42

¥ 4

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggara
kan Latihan Ketrampilan dan Kursus-Kursus tinckat rendah.,

Sub

Pasal 43 §
Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan

Tata Penyuluhan Perikanan,
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Pasal 44

* Sub Seksz. Sara.na. Penyuluhan memp\myai tugas menyeleng
garakan pengumsan sarane penyuluha.n.

BAB IV

:f&' N

A TAT. KERJA

% Pasal - 45
Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya ber

dasarkan kebi jaksanaan yang ditetapkan -oleh Bupati Kew .
pala Daerah. .-

?asa.l 746

Dalam melaksanakan® tugasnya Kcpala Dinas Perikanan; Ke = @
pala Sub Bagian‘dan para Kepala Seksi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, interograsi dan ‘sinkronisasi secara
vertikan dan horisentzl baik dalam lingkungan masing -
'masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Daerah serte dengan Instansi lain sesuai dew
ngan pokoknya masing - masing,

Pasal 47T
(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam 1ingkungan~
Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan meng
koordinasikan bawahannya masing-masing dan memberie—
kan bimbingan serta petun;ﬁ:k—petunjuk bagi pelalcsa.na

.
an tugas bawa.hamxy-z
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(2)

(3)

“ Bptn

Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjul: dan berta angung Jawab kepa
da atasan masing - masmb dan menyampaikan laporan e
tepat pada waktunya,e

Setiap laporan yang diterims, pimpinan sa‘buan organisa
sl bawahan wajib diolsh dan dipergunskan sebagal ba =
han penyusunan laporan lehin lanjut untuk memberika e
retunjuk - petunjuk kepads bawahan;

Pasal 48

Para Kepala Seksi pada Dinas Perikanan menyampaikan e
laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Ta=
ta Usa.ha menyusun laporan - la,pora.n berkala Kepala Di
nase
Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Sé,tua.n Or
ganisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawa
hannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada e
bawahannys, masing = masing mengadakan rapat berkala.

#
P
A




http://jdih,pemalangkab.go.id/" 85 m

Pasal 50 ¢

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan, tercan
tum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB v
KETENTUAN LATN=LAIN

Posal 51

Jen;ya.ng Ja.'batan dan k:epa.nbkata.n serta susunan ke
pegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlakus

- Pasal 52
(1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhenti
kan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memporo- @
leh persetujuan dari Gubermur Kepals Daerah.

(2) Xepala Sub Basiai, Kepala Seksi, Kepala Sub -
Seksi dan Kepal: Urusan diangkat dan diberhen
‘tikan oleh Bupati Kevala Daerah atas usul Ko.
pala Dinas,

‘Pazal 53 ,
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Dag =
rah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Ke --
pala Daerah sepan;]ang mengenad pelaksa.na.annya.
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* BAB VI
KETENTUAN  PERALIHAIT

Pasal 54

Dinas Perikanan Yang telah dibentuk sebelum berlakunya Pe
raturan Dezerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Perg-
turan Dacral. ini,
BAB 71II
KETENTUAN PEN U T UP

Pasal 55
(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sehari sesudah hari
Pengundangannya,,

(2) Dengan berlakunys Peraturan Daerah ini maka segala ke
tentuan yang bertentangan Cengan Peraturan Daerah inie-
dinyatakan tidak berlalm T A

Penmalang, 26 = Mei = 1981

EVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT < PEMALANG
PEMALATNG

KETUA,

‘

MOCH. SAMINGOEN SLAMET HARYANTO, BaA



LANPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

% BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PERIKANAN KABUPATEN DAERAH wee
TINGKAT II PEMALANG g

KEPALA: DINAS PERUKANAN

DATI IT PEMALANG TANGGAL 26 MET 4984
_ NOMOR ¢ 4 TAHUN 1987.m

il

|

SUB4 BAGIAN TATA USAHA

| |

URUSAN UMUM

URUSAN EFISIENS$I
URUSAN KEPEGAW. URUSAN KEUANGA TATA LAKSANA o
TAN

‘SEKST BINA PROGRAM | m SEKSI PRODUKSI
{
; o o SUB SEKSI PENANG
SUB SEKSI PERUMU SUB SEKSI
| SAN & PENGENDALIEN |~ |BUDIDAYA IKAN,
—— B |
SUB SEKSI EVALU | | SUB SEKSI SARANA

ASI & PELAPORAN | PRODUKSI

SUB SEKSI PENGEN |
DALIAN Ezaga%
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SEKST USAHA TANI SEKSI BINA MUTU SEKSI PENYULUHAN
: SUB SEKSI BINM SUB SEKSI PENGO SUB SEKSI TATIH |
BINGAN USAHA, LAHAN AN KETRAM®ILAN
SUB SEKST - || SUB SEKSI INm SUB SEKSI 7TAl4
| PERIZTNAN. FORMASI .PLSAR, PENYULUHAN
| SUB SEKSI PER — sub SEKSI SARAN SUB SEKST SARANA
MODALAN PEMASARAN,, | PENYULUHAN




